
11 September 2023

Polusi Udara 
dan
Sektor 
Transportasi

RDPU DPD RI
Permasalahan Polusi Udara



Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) 
adalah Lembaga Non Profit (NGO) yang didirikan tahun 
1985 di New York untuk menciptakan transportasi 
perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh 
dunia. 

ITDP Indonesia telah melakukan pendampingan beberapa 
kota di Indonesia terkait dengan isu:

1. Transportasi publik
2. Transportasi tidak bermotor
3. Transit-oriented development
4. Transport demand management
5. Sustainable urban design

Profil ITDP

Partner kami

Mitra Kota dan Pendampingan
Jakarta | Surabaya | Medan | Bandung | Semarang | Padang | 

Aceh | Makassar | Pekanbaru



Dengan catatan: Terbatasnya sampel dari jumlah SPKU 
yang terbatas

Sumber: Vital Strategies dan ITB, 2020

Polusi udara dari sektor transportasi

Polusi dari sektor transportasi dari hulu-ke-hilir:

1. Polusi knalpot

2. Polusi dari debu jalanan dan partikel ban (keausan 
rem, keausan ban, dan keausan permukaan jalan, dan 
resuspensi debu jalan selama kendaraan digunakan)

3. Polusi dari pembangkit energi (contoh, untuk 
kendaraan listrik) 



Diperlukan paket kebijakan yang dapat mengatasi 
akar masalah secara efektif, tidak hanya kebijakan 
individual yang bersifat reaktif

Polusi udara bukan permasalahan baru
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Standar emisi Euro berdasarkan Peraturan KemenKLHK yang berlaku
Rata-rata jumlah penumpang motor dan mobil berdasarkan studi JUTPI (2019)
Sumber data emisi: Database Uni Eropa (besar emisi di Indonesia dapat berbeda karena kualitas bahan bakar yang digunakan)
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1.37 penumpang
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Berjalan kaki & bersepeda
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3.17 µg/km/orang
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Perbandingan emisi knalpot PM2.5 per jenis kendaraan



Kota untuk 
kendaraan bermotor

Rp 100 T per tahun
Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek 
(Bappenas, 2019 dan JUTPI 2, 2019)

~100.000 kecelakaan lalu lintas 
per tahun
Jumlah kecelakaan lalin di Indonesia 2011-2018 
(Kantor Kepolisian Republik Indonesia dan BPS, 2019)

31,4 M liter bensin per tahun
dikonsumsi oleh sektor transportasi di tahun 2018 
(BPPT, 2020)

123.753 kematian per tahun
Kematian dini akibat polusi udara di Indonesia
(Global Alliance on Health and Pollution, 2019)

Pelebaran jalan dengan mengorbankan trotoar, 
tanpa dilengkapi jalur khusus transportasi publik

Tol dalam kota



Beralih ke moda transportasi
rendah/tanpa emisi

Transportation Demand Management 
melalui push and pull policy

Mengurangi kebutuhan melakukan perjalanan
Integrasi kebijakan tata guna lahan 

dan perencanaan transportasi

● Perencanaan dan penataan kota 
● Transit Oriented Development (TOD)

Kebijakan Transportasi Berkelanjutan: Avoid - Shift - Improve

AVOID
the need to travel

SHIFT
to sustainable modes

IMPROVE
quality of all modes

Efisiensi energi dan pemanfaatan teknologi
Meningkatkan efisiensi dan keandalan teknologi 

dalam memenuhi kebutuhan transportasi

● Electric vehicle
● Peningkatan standar emisi
● Intelligent Transport System (ITS)



Avoid: Perencanaan Pembangunan Perkotaan ‘Terjangkau’

● Penyediaan hunian terjangkau dan layak serta guna 
lahan bercampur di dalam kota, menjadi salah satu 
langkah untuk mencegah dan/atau bahkan mengurangi 
kebutuhan mobilitas tinggi dan urban sprawling yang 
memicu isu kualitas udara dan kemacetan.

● Pembangunan berorientasi kawasan menjadi sangat 
penting hingga mampu menjadi rasional mendorong 
peralihan ke pilihan moda transportasi yang lebih 
berkelanjutan.

● Penyelenggaraan perencanaan partisipatif dan 
kesempatan ekonomi dalam kawasan yang inklusif 
juga dapat berkontribusi.



Shift: Hambatan Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik

Kapasitas Transportasi Publik

● Perlunya peningkatan kapasitas 
sistem transportasi publik pada jam 
sibuk (harus melebihi tingkat 
penggunaan transportasi publik 
yang ditargetkan)

● Terutama transportasi publik yang 
menghubungkan DKI Jakarta 
dengan Bodetabek
○ Salah satu solusi jangka menengah 

dengan KRL yang sudah 
over-capacity: Peningkatan 
kapasitas dan rute transportasi 
publik berbasis jalan (bus)Sumber: Dishub Provinsi DKI Jakarta, 2023

● Perlunya keseragaman tingkat 
layanan (SPM), termasuk angkutan 
pengumpan Bodetabek, meliputi:
○ Kehandalan
○ Keamanan
○ Kenyamanan armada & titik transit
○ Tingkat tarif

● Peningkatan tingkat layanan angkutan 
pengumpan dapat dimulai dari rute yang 
tersambung dengan transportasi publik 
massal di Jakarta (Transjakarta, KRL, 
MRT, LRT)

Keseragaman Tingkat Layanan

Peningkatan jumlah pengguna transportasi 
publik berkaitan langsung dengan kebijakan 
pendukung yang dilakukan oleh Pemerintah

Mobil pribadi

Transportasi publik

Sepeda 
motor pribadi

Angkutan daring & taksi



Shift: Hambatan Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik

Perencanaan dan 
penyediaan sistem 
transportasi publik tidak 
mengenal batas 
administratif kota/provinsi 

Perlu dilakukan 
integrasi secara 
regional

● Perlunya standardisasi dan ketersediaan 
informasi mengenai transportasi publik 
massal beserta pengumpan-nya, yang 
meliputi:
○ Rute transportasi publik, termasuk titik 

pemberhentian
○ Jadwal keberangkatan
○ Tarif layanan
○ Waktu operasional

● Perlunya ketersediaan informasi fisik 
berupa poster atau stiker yang dapat 
diakses oleh semua pengguna

Informasi Ketersediaan LayananCakupan Layanan

● Ketersediaan layanan transportasi publik 
massal perlu mencakup tempat tinggal dan 
lokasi aktivitas masyarakat

● Perlu peningkatan integrasi dengan 
transportasi pengumpan termasuk di 
Bodetabek untuk meningkatkan cakupan 
layanan transportasi publik massal yang sudah 
ada di DKI Jakarta

● Perlu peningkatan kualitas trotoar dan 
fasilitas penyeberangan terutama hingga 
radius 500 m dari titik transit



Shift: Hambatan Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik

Tidak cukup hanya membuat transportasi publik lebih 
menarik, tapi juga perlu ada

 kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan 
penggunaan kendaraan pribadi

Low Emission Zone
● Pembatasan akses kendaraan di kawasan tertentu 

berdasarkan tingkat emisi (polusi udara) yang dihasilkan
● Uji emisi menjadi langkah awal

Manajemen tarif parkir
Meningkatkan tarif parkir pada kawasan yang telah terlayani oleh 
transportasi publik massal (Transjakarta, KRL, MRT, LRT)

Electronic Road Pricing
Memberlakukan sistem jalan berbayar pada kawasan tertentu 
yang telah terlayani oleh transportasi publik massal (Transjakarta, 
KRL, MRT, LRT) sebagai bentuk kompensasi oleh pengguna 
kendaraan bermotor atas dampak polusi, kemacetan, dan 
perubahan iklim yang ditimbulkannya



Improve: Mengapa Mulai dari Elektrifikasi Transportasi Publik?

Memaksimalkan manfaat
Kendaraan transportasi publik (bus) memiliki jarak tempuh harian yang jauh lebih panjang dibandingkan 
kendaraan pribadi (+- 200 km), sehingga elektrifikasi tiap armada dapat menghasilkan manfaat yang signifikan

Economy of Scale
Banyaknya jumlah bus dalam suatu armada transportasi publik/dikelola institusi tertentu 
memungkinkan program elektrifikasi/insentif yang lebih terfokus dengan biaya yang efisien

Penyederhanaan proses perencanaan
Adanya rute yang tetap, jadwal operasional yang reguler, dan depot menyederhanakan proses 
perencanaan strategi dan lokasi pengisian daya

Momentum untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan 
Pembaruan armada dan peningkatan layanan operasional dalam rangka transisi menuju bus listrik 
menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas layanan transportasi publik

1

2

3

4



- 45%

Dibanding kondisi 
Business-as-Usual 
(seluruh 10,047 unit bus pada 2030 adalah bus 
konvensional)

- 47%

- 47%

Kumulatif Pengurangan 
PM2.5

Kumulatif Pengurangan SOx

Kumulatif Pengurangan NOx

100% elektrifikasi 
Transjakarta (emisi knalpot)

Kondisi 2030

Improve: Estimasi Dampak Elektrifikasi Transjakarta terhadap Polusi Udara



Improve: Elektrifikasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Satu-satunya cara untuk membatasi kenaikan suhu global sebesar 1,5oC adalah dengan meningkatkan penggunaan 
transportasi tidak bermotor serta angkutan umum melalui prinsip pembangunan yang terpadu, dan mengelektrifikasi kendaraan 
bermotor yang ada



Perlunya menentukan prioritas

Priority for cars Priority for People

Efisiensi penggunaan 
ruang jalan

Reduksi emisi gas 
rumah kaca, polusi 
udara, polusi suara

Mewujudkan sistem 
mobilitas yang 
berkeadilan



Case Study: London, UK

SHIFT
to sustainable modes

Push

Pull
● Penyelenggaraan transportasi publik

○ 95% penduduk London dapat mengakses bus stop dalam 
radius 400 m

○ 517 km jaringan kereta api perkotaan 

● Penyediaan jalur sepeda
● Integrasi pembayaran transportasi publik (Oyster Card)
● Penyewaan sepeda dan e-scooter

Penurunan PM2.5 dan NOx masing-masing mencapai 41% dan 44% pada periode sebelum dan sesudah penerapan ULEZ
(C40, 2023. London and Milan Mayors Come Together to Improve Air Quality in Cities) 

Kualitas udara di kota London diprediksi memburuk pada 2030 (di bawah standar EU) jika tidak dilakukan aksi secepatnya
(Pernyataan Boris Johnson, Mayor of London - Maret 2015 saat penetapan Ultra Low Emission Zone di London)

● Low Emission Zone dan Ultra Low Emission Zone
Kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi yang ditetapkan wajib 
bayar untuk dapat masuk ke wilayah LEZ/ULEZ. Pemerintah London 
sedang memformulasikan kebijakan “Zero Emission Zone”

● Congestion Charge (CC)
Seluruh kendaraan yang masuk ke City of London (21.5 km2) wajib 
membayar tarif CC

● Freight Entry Control 
● Traffic Calming

● LEZ London yang diterapkan ke seluruh Greater London Area 
dimulai pada tahun 2008

● ULEZ London dimulai di Central London pada 2019. Pada 
2021, area ULEZ diperluas. Selanjutnya, pada Agustus 2023, 
ULEZ diterapkan ke seluruh Greater Area London

IMPROVE
quality of all modes

Pemerintah London memberikan 
dukungan fiskal untuk retrofit dan 
pensiun dini kendaraan yang tidak 
memenuhi standar emisi LEZ/ULEZ



Case Study: Beijing, China

SHIFT
to sustainable modes

IMPROVE
quality of all modes

Push

Pull

● End-number license plate policy
Larangan kendaraan dengan plat nomor tertentu di hari tertentu untuk 
memasuki pusat kota Beijing

● Yellow-label vehicle
Larangan kendaraan dengan stiker kuning untuk masuk ke dalam 
pusat kota Beijing. Stiker kuning diberikan pada kendaraan dengan 
standar emisi rendah (di bawah China III)

● Manajemen parkir on-street

Melalui program insentif yang diberikan oleh 
pemerintah kepada pelaku industri dan operator 
bus, jumlah bus listrik di Beijing telah mencapai 
11.000 unit hingga 2020

● Penyelenggaraan transportasi publik
○ 500 rute bus dengan jumlah armada beroperasi lebih dari 

20.000 unit
○ 807 km jaringan kereta api perkotaan dengan jumlah 27 lin 

dan 478 stasiun

● Penyediaan jalur sepeda
● Jalur sepeda bebas hambatan (Bicycle expressway)

Penurunan signifikan polusi udara pada periode 2009-2017: PM2.5 turun 35%, SO2 turun 83%, NOx turun 55% 
(UN Environment, 2017. A Review of 20 Years’ Air Pollution Control in Beijing) 

Kualitas udara di kota Beijing mencapai rekor terburuk pada tahun 2013, dengan tingkat PM2.5 di atas 400 μg/m3

(BBC News, 2013. Beijing air pollution soars to hazard level)



Rekomendasi Paket Kebijakan Holistik untuk mengurangi Polusi dari Sektor Transportasi

Elektrifikasi 
Kendaraan Bermotor

Percepatan peralihan menuju penggunaan 
kendaraan rendah emisi, dimulai dari 

transportasi publik

Pembatasan Penggunaan 
Kendaraan Bermotor 

Pribadi
Pengelolaan tarif parkir dan kawasan dengan 
pembatasan kendaraan bermotor dan/atau 

kawasan rendah emisi (LEZ)

Penegakan Hukum dan 
database yang handal
ETLE dan reliabilitas data kepemilikan 

kendaraan oleh Kepolisian, perlu dilakukan 
secara transparan

Pembatasan Kecepatan
Isu keselamatan pengguna jalan; 

penetapan batas kecepatan tertentu pada 
tipe ruang jalan disertai dengan 

penegakan hukum

Angkutan Daring
Penegakan aturan pada pelanggaran aturan 

lalu lintas (parkir di trotoar, lawan arah, 
menunggu penumpang di luar titik yang telah 

ditetapkan di area stasiun)

Reformasi Angkot - 
Transportasi Massal 

Perkotaan
Perlu didukung oleh kebijakan turunan misal 

Pedoman Teknis Pelaksanaan e.g. skema 
pelibatan operator angkot eksisting

Kebijakan Holistik 
Transportasi - Tata Ruang

Rencana Induk Sistem Transportasi
yang Berkelanjutan termasuk integrasi moda 

dan perencanan tata ruang

Pendanaan
Perubahan prioritas alokasi pendanaan pada 
transportasi berkelanjutan: Angkutan Umum 
dan Kendaraan Tidak Bermotor yang harus 
diikuti dengan peningkatan kapasitas untuk 
implementasi dan pemanfaatan anggaran

Transportasi Tidak 
Bermotor

Peningkatan infrastruktur Pejalan kaki dan 
pesepeda terutama pada radius 500 m dari 

halte/stasiun transportasi publik
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